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Abstrak - Realitas Audit Umum dan Investigasi pada Lembaga Per-
kreditan Desa

Tujuan Utama - Penelitian ini berupaya untuk memahami kondisi nyata
audit umum dan investigasi pada lembaga perkreditan desa.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. In-
forman penelitian ini adalah sejumlah pelaku dan praktisi lembaga per-
kreditan desa.

Temuan Utama - Penelitian ini menemukan adanya keseimbangan ver-
tikal parahyangan pada lembaga perkreditan desa dengan berorientasi
nonlaba. Selain itu, terdapat keseimbangan horizontal pawongan yang
tecermin kepada kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan dan
adopsi teknologi sistem pendukung keputusan. Di sisi lain, harmonisasi
hubungan vertikal dan horizontal mewajibkan adanya audit umum, se-
dangkan disharmonisasi kedua hubungan tersebut mewajibkan adanya
audit investigasi.

Implikasi Teori dan Kebijakan — Penelitian ini membuktikan relevansi
teori agensi yang disesuaikan dengan karakteristik entitas komunitas.
Implikasinya yakni pada kebijakan sebagai referensi peninjauan kebijak-
an dan prosedur pengelolaan entitas komunitas.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini menawarkan kondisi dan kriteria
audit umum dan investigasi suatu entitas komunitas dengan nilai lokali-
tas.

Abstract - Reality of General and Investigation Audit in Village
Credit Institutions

Main Purpose - This study seeks to understand the actual condition of
general audits and investigations at village credit institutions.

Method - This study uses a qualitative descriptive method. The informants
of this study are several actors and practitioners of village credit institu-
tions.

Main Findings — This study finds a vertical balance of “parahyangan” in
village credit institutions with a non-profit orientation. In addition, a ho-
rizontal balance of “pawongan” is reflected in compliance with financial
accounting standards and the adoption of technology-sistem pendukung
keputusans. On the other hand, the harmonization of vertical and horizon-
tal relationships requires a general audit, while the disharmony of the two
relationships requires an investigative audit.

Theory and Practical Implications - This study proves the relevance of
agency theory adjusted to the characteristics of community entities. Impli-
cations on policies as a reference for reviewing policies and procedures for
managing community entities.

Novelty — This study offers conditions, general audit criteria, and investi-
gations of a community entity with a locality value.
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Nilai spiritualitas kepemimpinan menjadi
dasar pengelolaan lembaga keuangan adat yang
lebih dikenal dengan LPD (Putra & Muliati, 2020;
Setini et al., 2022). Nilai lokalitas Tri Hita Karana
berupa parahyangan (ketuhanan), pawongan (ke-
manusiaan), dan palemahan (harmonisasi dengan
alam sekitar) menjadi landasan filosofis pengelo-
laan LPD (Pertiwi & Ludigdo, 2013; Putra et al.,
2022; Saputra et al., 2022). Secara operasional,
nilai lokalitas menjadi pijakan yang tecermin dari
pembagian keuntungan LPD sebesar 20% sebagai
dana masyarakat desa adat setempat. Kepemi-
likan secara komunitas menjadikan LPD sebagai
entitas yang dikecualikan dari kriteria entitas
keuangan berkategori mikro. Implikasinya, LPD
bukan sebagai subjek pajak, mengingat dua pu-
luh persen keuntungan disalurkan langsung ke-
pada masyarakat desa setempat (Darmayasa &
Aneswari, 2016; Roth & Sedana, 2015; Westerlak-
en et al.,, 2022). Karakteristik khusus LPD tidak
menegasikan pentingnya minimalisasi asimetri
informasi antara masyarakat desa adat sebagai
pemilik LPD dengan pengurus LPD.

Minimalisasi asimetri informasi merujuk
pada teori agensi dengan melakukan audit eks-
ternal. LPD dikelola oleh pengurus yang berasal
dari masyarakat desa adat setempat. Relatif sulit
memisahkan hubungan emosional masyarakat
desa adat dengan pengurus yang merupakan ba-
gian dari masyarakat desa adat setempat (Putra
& Muliati, 2020; Shou, 2015). Audit terhadap
laporan keuangan oleh auditor independen LPD
saat ini bersifat sukarela, tidak bersifat wajib.
Implikasinya, tidak semua laporan keuangan ta-
hunan LPD diaudit oleh auditor independen. Ke-
tika terdapat kasus hukum yang mengisyaratkan
adanya laporan dari auditor independen, baru
dilakukan audit. Relevansi teori agensi untuk
meminimalisasi kesenjangan informasi antara
pemilik dengan pengurus LPD perlu diteliti lebih
lanjut, terlebih adanya fenomena peningkatan ke-
curangan pada LPD saat pandemi.

Hasil penelusuran awal, terdapat bebera-
pa faktor yang memicu menurunnya likuiditas
yang mengakibatkan LPD memasuki tahapan
kebangkrutan. Bahkan, terdapat 38 LPD yang
memperoleh tuntutan hukum. Lemahnya pene-
rapan kebijakan dan prosedur pemberian kredit,
lemahnya pengawasan internal, dan belum ber-
jalannya kewajiban audit oleh auditor indepen-
den menjadi faktor dominan yang melemahkan
kondisi LPD. Penelusuran peneliti terhadap pe-
nelitian terkait LPD masih terbatas pada upaya
pembenahan LPD dari dalam. Astawa et al. (2016)
menyatakan bahwa pengendalian internal mam-
pu menekan kecurangan akuntansi LPD. Namun,
beberapa peneliti menemuukan bahwa kualitas
audit internal tidak dipengaruhi oleh pengalaman
kerja dan kemampuan profesional dewan penga-
wasnya (Adhariani, 2022; Alawattage et al., 2019;
Putra & Muliati, 2020). Kompetensi pengawas in-
ternal menjadi perhatian berikutnya. Kesibukan

pada kegiatan adat dan rendahnya tingkat kom-
petensi audit melemahkan pengawasan LPD.

Beberapa penelitian terdahulu telah me-
nemukan aspek harmonisasi berbasis THK
pada desa berbasis adat seperti Darmayasa &
Aneswari (2016), Putra & Muliati (2020), Saputra
et al. (2022), dan Setini et al. (2022). Selain itu,
terdapat penelitian Alawattage et al. (2019) dan
Adhariani (2022) yang menekankan pengawasan
dalam lembaga desa. Berdasarkan beberapa pe-
nelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa
diperlukan penelitian untuk melengkapi keter-
batasan penelitian dari sudut pandang audit ek-
sternal pada LPD sekaligus menunjukkan keba-
ruan dari penelitian ini. Penerapan teori agensi
pada LPD menjadi perhatian pada tingkat kese-
suaiannya mengingat terdapat perbedaan men-
dasar karakteristik LPD dengan entitas pada um-
umnya. Teori agensi sudah mengalami beberapa
perbaikan asumsi dari asumsi yang mementing-
kan diri sendiri dan asimetri informasi (lihat pe-
nelitian Bosse & Phillips, 2016; Lopes, 2016; Xu
et al., 2022; Yusuf & Yousaf, 2019; Yusuf et al.,
2018). Urgensi penelitian untuk mengkritisi teori
agensi bertepatan dengan merebaknya fenomena
LPD yang mengalami kesulitan likuiditas dan be-
rujung pada kebangkrutan. Penelitian ini memi-
liki urgensi pada tataran mendesaknya kriteria
audit umum dan audit investigasi LPD berlandas-
kan nilai lokalitas THK.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
pandangan baru terhadap relevansi teori agensi
yang sesuai dengan karakteristik entitas yang di-
miliki oleh suatu komunitas. Entitas komunitas
tujuan utamanya bukan keuntungan dalam ben-
tuk materi, namun lebih pada manfaat terhadap
komunitas tersebut sehingga teori agensi yang su-
dah beberapa kali mengalami perubahan diawali
dari prinsipal dengan agen, kemudian prinsipal
mayoritas dengan prinsipal minoritas. Belakang-
an ini berkembang menjadi prinsipal mayoritas
dan minoritas dengan kreditur. Entitas komuni-
tas meski tidak mengejar keuntungan sebagai hal
utama, tetapi transparansi keuangan menjadi hal
penting melalui pemahaman kondisi dan kriteria
waktu audit umum dan audit investigasi. Tujuan
penelitian ini untuk memahami kondisi dan kri-
teria audit umum dan audit investigasi pada LPD
yang berlandaskan nilai lokalitas THK.

METODE

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari
kegiatan pendampingan administrasi hibah mo-
dal pertama LPD pada September sampai de-
ngan Desember 2022. Kegiatan pendampingan
tersebut menyisakan permasalahan lemahnya
pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan LPD. Penelitian ini menggunakan pa-
radigma interpretif untuk memahami kondisi
terkini yang dihadapi LPD beserta solusi yang
ditawarkan demi kesinambungan LPD. Tahapan
pemahaman permasalahan LPD sampai dengan



100 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 14, Nomor 1, April 2023, Hlm 98-114

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

Nama Informan Institusi/Lembaga Keterangan
(Disamarkan)
Gusti Dinas Pemajuan yang membidangi Pandangan terkait hibah modal perta-
masyarakat adat pada Provinsi Bali ma LPD
Mumun Dinas Pemajuan yang membidangi Pandangan terkait kondisi masyarakat
masyarakat adat pada Provinsi Bali desa adat dan kondisi LPD
Oka Tenaga Ahli Lembaga Pemberdayaan Peta jalan pengembangan LPD yang
LPD menekankan pada alternatif solusi
perbaikan LPD ke depannya
Nengah Lembaga Pemberdayaan Lembaga Per- Penilaian tingkat kesehatan pada LPD
kreditan Desa beserta penilaian peringkat risiko
pada LPD
Nyoman Lembaga Perkreditan Desa Penilaian kesehatan LPD dan pe-
nilaian peringkat risiko LPD dengan
perspektif nilai lokalitas masyarakat
adat Bali
Wayan Lembaga Perkreditan Desa Peluang dan tantangan LPD saat ini

dan ke depannya

penggalian alternatif solusi berpegangan pada
tatanan nilai lokalitas masyarakat adat Bali. Nilai
lokalitas masyarakat adat Bali menjadi semangat
untuk mengembalikan kejayaan LPD mengingat
LPD merupakan lembaga yang memiliki karakte-
ristik khusus.

Nilai lokalitas masyarakat adat Bali yaitu
Tri Hita Karana yang tecermin pada aktivitas-ak-
tivitas masyarakat adat didanai dari alokasi dis-
tribusi keuntungan LPD. Selain itu, nilai lokalitas
Tri Hita Karana digunakan dengan pertimbangan
operasional LPD berpedoman pada keseimbangan
vertikal dan horizontal.

Data penelitian diperoleh dengan kombinasi
metode wawancara mendalam dengan informan
yang terkait langsung dengan LPD, dilanjutkan
dengan observasi dan telaah kebijakan. Wa-
wancara mendalam dilakukan dengan ketua dan
anggota lembaga pemberdayaan (LP) LPD, tena-
ga ahli LPLPD, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
(DPMA), dan pengurus LPD. Observasi dilakukan
sepanjang kegiatan pendampingan administra-
si hibah modal pertama LPD mulai September
sampai Desember 2022. Telaah kebijakan terdiri
dari tiga bagian; telaah terhadap kebijakan lokal,
nasional, dan teori agensi. Telaah kebijakan lokal
melalui penelusuran dasar hukum pendirian LPD
sejak awal beserta perubahan dan turunannya
yang masih berlaku sampai dengan penelitian
ini disusun. Telaah kebijakan nasional terkait
penelusuran kebijakan UU lembaga keuangan
mikro dan standar-standar yang diterbitkan oleh
asosiasi Ikatan Akuntan di Indonesia atau IAI
beserta IAPI. Telaah teori agensi yang menjadi te-
ori utama pertimbangan perlunya audit eksternal
pada suatu entitas disesuaikan dengan karakte-
ristik khusus LPD.

Tabel 1 menyajikan nama informan kun-
ci, institusi atau lembaga, dan keterangan data

yang digali. Berdasarkan Tabel 1, semua infor-
man yang terlibat dalam penelitian ini memiliki
peran dalam pengembangan LPD. Selain itu, ter-
dapat informan yang mengerti sejarah LPD keti-
ka dibentuk sampai dikembangkan menjadi lebih
besar dari aspek kuantitas. Adapun wawancara
mendalam melalui teknik wawancara tidak ter-
struktur dilakukan beberapa kali setiap melaku-
kan koordinasi dan pendampingan administrasi
hibah modal pertama LPD.

Peningkatan kredibilitas dan validitas data
melalui teknik triangulasi berupa triangulasi data
dan metode. Triangulasi data dilakukan dengan
konfirmasi data beda waktu, beda tempat, dan
beda informan untuk memperoleh konsistensi
pandangan dan pernyataan mereka (Miles et al.,
2019). Berikutnya, peneliti melakukan triangu-
lasi metode dengan mencari kesesuaian antara
hasil wawancara dengan hasil lanjutan observa-
si dan hasil dokumentasi atau telaah kebijakan
(Ahrens, 2022; Baard & Dumay, 2020; Teixeira &
Gomes, 2017). Tahapan peningkatan kredibilitas
dan validitas data melalui triangulasi data atau
triangulasi metode bisa menimbulkan pengum-
pulan data ulang, meskipun sudah berada pada
tahapan pembahasan, bahkan pada tahapan pe-
narikan simpulan. Data dianalisis menggunakan
kerangka nilai lokalitas masyarakat adat Bali ya-
itu Tri Hita Karana. Tahapan analisis data terbagi
menjadi tiga tahapan utama sesuai dengan tiga
hubungan harmonis menuju kebahagian Tri Hita
Karana. Nilai lokalitas Tri Hita Karana menjadi
bagian penting dari keseharian masyarakat adat
di Bali.

Tahap pertama, parahyangan dilakukan
dengan melakukan pemahaman nilai filosofis ke-
beradaan LPD dari awal berdiri sampai dengan
kondisi saat ini. Tahap kedua, pawongan dilaku-
kan dengan melakukan pemahaman kerangka
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penyusunan laporan keuangan LPD, melaku-
kan pemahaman penilaian kesehatan pada LPD,
beserta penilaian peringkat risikonya melalui
efektivitas pengawasan tokoh masyarakat adat,
LPLPD, beserta masyarakat adat. Tahap ketiga,
palemahan dilakukan dengan menjaga lingkung-
an secara berkesinambungan melalui adopsi
sistem pendukung keputusan sesuai dengan
green accounting technology. Bagian akhir pem-
bahasan merupakan kombinasi dari tiga tahapan
dalam bentuk harmonisasi dan disharmonisasi
hubungan vertikal dan horizontal yang mengan-
tarkan pada usulan kondisi dan kriteria audit
umum dan audit investigasi berlandaskan nilai
lokalitas THK.

Tiga tahapan utama hubungan harmonis
analisis data dalam bingkai Tri Hita Karana di-
turunkan pada tahapan-tahapan lebih detail
dari setiap tahapan analisis data. Setiap tahap-
an analisis data bisa mengandung tiga tahap-
an hubungan harmonis menuju kebahagiaan
yang bisa diterjemahkan menjadi keseimbangan
hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Pe-
neliti sebagai instrumen utama penelitian (Dar-
mayasa & Aneswari, 2015; Kamayanti, 2016;
Miles et al., 2019). Hal ini terwujud melalui peran
peneliti dalam mengomplementasi pengetahuan
dan pengalaman tentang LPD pada setiap tahap-
an pembahasan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Parahyangan: memahami nilai filosofis
LPD berorientasi nonlaba. LPD sudah berdiri
selama 39 tahun jika dihitung dari tahun 2023
(saat penelitian ini disusun)—1984 (tahun LPD
berdiri). Penelusuran peneliti terhadap awal ber-
dirinya LPD mengantarkan pada telaah kebijakan
pada keputusan Gubernur Bali pada Tahun 1984
dengan No. 972. Pada pasal 8 ayat 1, disebut-
kan bahwa modal pertama pendirian suatu LPD
berjumlah Rp2.000.000,00 berasal dari APBD.
Dalam hal ini Provinsi Bali merupakan kredit in-
vestasi jangka waktu lima sampai dengan sepuluh
Tahun. Pada tahun 1984, terdapat delapan LPD
yang didirikan mengacu pada Keputusan Guber-
nur No. 972, yaitu: LPD Lukluk (Badung), LPD
Buahan (Tabanan), LPD Ekasari (Negara), LPD
Julah, (Buleleng), LPD Selumbung (Karangasem),
LPD Penasan (Klungkung), LPD Kubu (Bangli),
dan LPD Manukaya (Gianyar). Nama-nama LPD
yang pertama berdiri pada delapan kabupaten
peneliti konfirmasi kepada Nengah. Beliau me-
nyampaikan bahwa tidak ada LPD di Kota Den-
pasar karena pada tahun 1984, Denpasar masih
tergabung dengan Kabupaten Badung. Lebih lan-
jut, beliau mengatakan:

“Modal awal LPD bersumber dari
Provinsi Bali dalam bentuk kredit
investasi dengan jangka waktu lima
sampai sepuluh tahun sebesar dua
juta rupiah. Modal ini diberikan ke-
pada delapan kabupaten, kecuali

Denpasar, karena Denpasar saat itu
masih tergabung dengan Kabupaten
Badung” (Nengah).

Pernyataan Nengah menunjukkan bahwa
awal berdirinya LPD pada masing-masing kabu-
paten merupakan inisiasi dari gubernur untuk
menunjang kelancaran program pengembangan
perekonomian pada daerah pedesaan terutama-
nya untuk petani beserta pengusaha kecil. LPD
yang menerima modal pertama dari gubernur
membukukannya sebagai modal disetor LPD se-
hingga terdapat penafsiran bahwa LPD adalah mi-
lik pemerintah provinsi. Seiring dengan perkem-
bangan waktu, terdapat beberapa perubahan
ketentuan, di antaranya adalah Perda Provinsi
Bali No. 2 Tahun 1988, No. 8 Tahun 2002, No.
3 Tahun 2007, No. 4 Tahun 2012, No. 4 Tahun
2012, dan No. 3 Tahun 2017.

LPD merupakan lembaga komunitas yang
dimiliki oleh masyarakat adat, tunduk pada
awig-awig masing-masing desa adat. LPD didiri-
kan untuk meningkatkan peran desa adat dalam
menopang sendi-sendi kehidupan bersosial, ber-
budaya, beradat, dan beragama. Kehidupan so-
sial yang berbudaya pada masyarakat adat yang
beragama berkaitan erat dengan keyakinan, ke-
sejahteraan sosial, dan nilai-nilai. Meningkatnya
keyakinan, kesejahteraan sosial, dan nilai suatu
masyarakat merupakan ciri dari entitas yang ti-
dak berorientasi pada laba (Cordery et al., 2019;
Diab, 2021; Fukofuka & Jacobs, 2018). Secara
filosofis, berdirinya LPD bukan untuk mencari
keuntungan. Niat awal pendirian LPD untuk men-
dorong perekonomian pedesaan bagi petani dan
pengusaha kecil sehingga kehidupan sosial yang
berbasis adat tetap bisa dilaksanakan. Jadi, LPD
bukan berorientasi laba. Segala kegiatan yang
terdapat dalam masing-masing desa adat berlan-
daskan pada nilai filosofis masyarakat adat. Nilai
filosofis masyarakat adat, yaitu Tri Hita Karana
seyogianya tidak hanya dijadikan pajangan nilai
atau kajian akademis yang tidak menyatu dengan
internalisasi implementasi pada diri pengurus
dan segenap pihak yang terkait dengan pengelo-
laan LPD.

Hasil observasi peneliti pada pemberitaan
terdapat 38 LPD yang masuk ranah hukum yang
merugikan masyarakat adat setempat. Penelusur-
an ini peneliti konfirmasi kepada Mumun. Pene-
gasan dari Mumun adalah sebagai berikut:

“Data dari kami, jumlah desa adat
1.493 dari 636 desa dinas. Data ini
yang kita gunakan untuk memberi-
kan pembinaan kepada desa adat.
Saat ini, terdapat 38 LPD yang sudah
masuk ke ranah hukum” (Mumun).

Pernyataan Mumun berarti bahwa setiap
desa dinas terdiri dari rata-rata tiga desa adat.
Terdapat banyak LPD yang menerima hibah
modal pertama dari pemerintah provinsi. Be-
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sar harapannya desa adat dibangun dengan ke-
beradaan LPD pada masing-masing desa adat.
Belakangan ini terdapat pemberitaan yang tidak
baik terhadap LPD yang diawali dari penafsiran
bahwa status kepemilikan LPD oleh pemerintah
provinsi mengakibatkan oknum pengurus LPD
dijerat dengan tindak pidana korupsi dengan per-
timbangan ada kerugian negara. Pemberitaan ini
menyebar secara masif dan menurunkan tingkat
kepercayaan masyarakat adat kepada LPD ma-
sing-masing desa adat dan merembet dengan ce-
pat pada LPD-LPD di wilayah desa adat lainnya.

Besar harapannya desa adat dibangun de-
ngan keberadaan LPD pada masing-masing desa
adat. Belakangan ini terdapat pemberitaan yang
tidak baik terhadap LPD yang diawali dari penaf-
siran bahwa status kepemilikan LPD oleh peme-
rintah provinsi mengakibatkan oknum pengurus
LPD dijerat dengan tindak pidana korupsi dengan
pertimbangan adanya kerugian negara. Pemberi-
taan ini menyebar secara masif dan menurunkan
tingkat kepercayaan masyarakat adat kepada LPD
masing-masing desa adat dan merembet dengan
cepat pada LPD-LPD di wilayah desa adat lainnya.
Jika ditelusuri melalui UU No. 1 Tahun 2013,
LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum
adat setempat (awig-awig). Ketentuan pada UU
No. 1 Tahun 2013 belum didukung penuh dengan
pengaturan hukum adat (awig-awig) masyarakat
adat setempat. Struktur kepemilikan LPD
sepenuhnya milik desa adat. Hal ini ditegaskan
dengan Surat Gubernur Bali No. B27.500/5496/
PEDA/DPMA tanggal 20 Desember 2022. Struk-
tur kepemilikan ini yang menjadi pembeda LPD
dengan koperasi, bank perkreditan rakyat, atau
bank umum lainnya untuk mendukung UU No.
1 Tahun 2013. Secara filosofis keberadaan LPD
sudah dikembalikan kepada masyarakat adat se-
tempat.

Uraian berikutnya terkait dengan tahap-
an kedua berupa pawongan yang merupakan
hubungan horizontal, yakni suatu hubungan an-
tara manusia dengan manusia. Dalam penelitian
ini, pawongan merupakan hubungan harmonis
pengurus, pengawas (tokoh masyarakat adat),
masyarakat adat, dan LPLPD. Tahapan kedua
pembahasan penelitian berupa harmonisasi
hubungan pengurus dengan masyarakat adat
melalui pelaporan dan pertanggungjawaban LPD.
Pembahasan berikutnya diawali dengan mema-
hami kerangka penyusunan laporan keuangan
LPD. Selanjutnya, memahami prinsip kehati-ha-
tian dalam pemberian kredit suatu LPD. Lalu,
memahami penilaian kesehatan serta penilaian
peringkat risiko suatu LPD.

Pawongan: memahami kerangka penyu-
sunan laporan keuangan LPD. LPD merupa-
kan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa
Pakraman yang berkedudukan di wewidangan
Desa Pakraman. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa
LPD dikelola dengan mengedepankan prinsip ke-
hati-hatian. Kepala LPD wajib memiliki sertifikat
kompetensi. Pengurus LPD wajib melaporkan ke-

giatan LPD setiap bulan, tiga bulan, dan tahunan
kepada pengawas internal dan LPLPD. Laporan
tahunan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bu-
lan setelah tahun buku LPD kepada rapat ma-
syarakat adat.

LPD wajib menyusun laporan yang menga-
cu pada kerangka penyusunan laporan keuang-
an. LPD termasuk entitas yang memenuhi krite-
ria menggunakan Standar Akuntansi Keuangan
atau SAK dengan basis SAK Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP atau entitas
mikro kecil dan menengah (EMKM). Mengingat
telaah kebijakan ini tidak melakukan klasifikasi
peredaran usaha dan besaran modal LPD, maka
dapat disimpulkan SAK yang sesuai adalah SAK
ETAP. LPD memiliki karakteristik khusus yang
dilindungi dalam UU No.1 Tahun 2013 mengenai
Lembaga Keuangan Mikro sehingga lebih relevan
menggunakan interpretasi dari Standar Akuntan-
si Keuangan atau ISAK 35 nonlaba yang merupa-
kan pengganti SAK 45 terkait Pelaporan Keuang-
an Entitas Nirlaba. Namun, segala pengakuan,
pengukuran, penilaian, beserta penyajiannya
tetap mengacu pada SAK ETAP. LPD tidak meng-
gunakan SAK ETAP, tetapi menggunakan SAK
yang relevan.

Adapun LPLPD tidak menyediakan ketentu-
an khusus mengenai SAK yang digunakan LPD.
Hal ini nampak dari pernyataan Nengah saat pe-
neliti menggali pandangan beliau terkait standar
akuntansi penyusunan laporan keuangan LPD.
Berikut ini pandangan beliau:

“LPLPD tidak menyediakan ketentu-
an khusus mengenai SAK yang digu-
nakan suatu LPD, pada tahun 1989,
LPD mengundang akuntan dengan
pertimbangan sumber daya manu-
sia di LPD saat itu tidak banyak yang
berpendidikan yang terkait dengan
akuntansi, akuntan yang diundang
menyusun format laporan keuangan
yang sederhana, dan ini masih digu-
nakan sampai saat ini” (Nengah).

Pernyataan Nengah menunjukkan adanya
aspek historis, yaitu pada tahun 1989, LPD meng-
undang akuntan dengan pertimbangan sumber
daya manusia di LPD saat itu tidak banyak yang
berpendidikan akuntansi. Akuntan yang diun-
dang menyusun format laporan keuangan seder-
hana dan masih digunakan sampai saat ini.

Pandangan Nengah terkait standar akun-
tansi sederhana yang digunakan sampai saat ini
kemudian peneliti telusuri pada pedoman admin-
istrasi pembukuan dan laporan LPD yang disusun
oleh LPLPD, tetapi tidak ada uraian terkait stan-
dar akuntansi yang digunakan. Peneliti menggali
pandangan lebih lanjut terkait kesesuaian dari
standar akuntansi yang digunakan pada bebe-
rapa LPD saat ini, yaitu SAK ETAP. Peneliti ber-
pandangan bahwa secara filosofis LPD didirikan
untuk meningkatkan kegiatan sosial, budaya,
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adat, dan agama. Artinya, LPD tidak mencari
keuntungan sehingga SAK ETAP tidak sepenuh-
nya relevan digunakan. Lebih lanjut, Oka se-
bagai tenaga ahli LPLPD menyatakan bahwa ada
wacana untuk memberlakukan ISAK 35 sebagai
standar penyusunan laporan keuangan LPD. Hal
ini tercantum dalam kutipan sebagai berikut:

“Ada wacana untuk memberlakukan
ISAK 35 sebagai standar penyusun-
an laporan keuangan LPD. LPD bu-
kan subjek pajak, sehingga laporan
keuangannya wajib sesuai dengan
entitas yang tidak berorientasi laba”
(Oka).

Oka berpandangan bahwa LPD bukan sub-
jek pajak sehingga laporan keuangannya wajib
sesuai dengan entitas yang tidak berorientasi
laba. Menyimak pandangan Oka, peneliti me-
nelusuri kesesuaian pandangan tersebut dengan
mengakses langsung format ISAK 35. Pandangan
ini mengisyaratkan bahwa LPD saat ini meng-
gunakan SAK ETAP, seyogianya menggunakan
ISAK 35 sehingga sesuai dengan karakteristik
khusus LPD. Karakteristik khusus ini sesuai
dengan metode pencatatan pada kegiatan ibadah
agama Hindu (Gayatri & Latrini, 2018; Triani &
Satyawan, 2016).

Prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam
kerangka penyusunan laporan keuangan sudah
tecermin pada Peraturan Gubernur Bali No. 44
Tahun 2017. Prinsip kehati-hatian dalam akun-
tansi dikenal dengan prinsip konservatif. Prinsip
konservatif menekankan pada dua hal yaitu tidak
diperkenankan mengakui potensi pendapatan
yang belum terjadi dan wajib membukukan po-
tensi beban yang akan terjadi. Prinsip konservatif
sejalan dengan asumsi keberlangsungan usaha
suatu entitas. Penerapan prinsip konservatif se-
cara konsisten mampu meningkatkan kualitas
laporan keuangan (Chawla, 2020; Kay & McMul-
lan, 2017).

Jika suatu entitas dengan aktivitas nonla-
ba pada sektor swasta menerapkan pernyataan
ISAK 35, entitas tersebut dipandang perlu menye-
suaikan uraian penjelasan yang digunakan un-
tuk pos-pos tertentu yang terdapat dalam suatu
laporan keuangan beserta penyesuaian uraian
penjelasan yang digunakan untuk laporan
keuangannya. Oleh karena itu, ruang lingkup
PSAK 1 secara substansi mencakup ruang ling-
kup penyajian suatu laporan keuangan entitas
melalui aktivitas nonlaba.

Pada prinsipnya, entitas berorientasi non-
laba memperoleh sumber daya ekonomi dari
pemberi sumber daya ekonomi yang tidak meng-
harapkan suatu pembayaran kembali atau suatu
manfaat ekonomik yang sebanding sesuai dengan
yang diberikan. Penyajian suatu laporan keuang-
an entitas berorientasi nonlaba memperhatikan
persyaratan penyajian suatu laporan keuang-
an, struktur suatu laporan keuangan, dan per-

syaratan minimal isi dari suatu laporan keuan-
gan (entitas yang ditetapkan menyusun suatu
laporan keuangan sesuai SAK ETAP, mengikuti
ketentuan yang dipersyaratkan pada SAK ETAP).

DSAK IAI melihat bahwa penggunaan isti-
lah nirlaba yang telah digunakan dalam beberapa
pengaturan atau buku teks di Indonesia tersebut
mungkin memiliki intensi yang berbeda dengan
istilah nonlaba yang digunakan dalam interpreta-
si. Nirlaba berarti tidak memiliki laba, sedangkan
nonlaba dapat diartikan entitas tidak berorienta-
si untuk mencari laba (bukan dalam artian tidak
menghasilkan laba atau nirlaba). Suatu entitas
dapat melakukan penilaian tersendiri dalam pe-
nentuan, apakah entitas merupakan entitas yang
berorientasi nonlaba, terlepas bentuk badan hu-
kum entitasnya sehingga bisa menerapkan ISAK
35.

Beberapa faktor dapat dipertimbangkan
suatu entitas. Pertama, apakah sumber daya
ekonomi entitas yang berorientasi nonlaba ber-
sumber dari pemberi sumber daya ekonomi yang
tidak mengharapkan suatu pembayaran kembali
atau dalam bentuk manfaat ekonomis yang se-
banding dengan jumlah sumber daya ekonomi
yang diberikan. Kedua, menghasilkan barang
dan atau jasa tanpa tujuan memupuk laba dan
jika suatu entitas yang berorientasi nonlaba telah
menghasilkan laba, maka jumlah labanya tidak
dibagikan kepada para pendiri atau para pemilik
suatu entitas yang berorientasi nonlaba tersebut.
Ketiga, tidak adanya kepemilikan seperti pada
umumnya suatu entitas dengan bisnis yang ber-
orientasi laba. Hal ini berarti bahwa kepemilikan-
nya tidak mencerminkan proporsi pembagian
sumber daya ekonomi suatu entitas yang ber-
orientasi nonlaba pada saat likuidasi atau ada-
nya pembubaran suatu entitas yang berorientasi
nonlaba.

Pada Pasal 39 (3) dalam UU No. 1 Tahun
2013 tersurat bahwa lembaga yang sudah ada
sebelum UU No. 1 Tahun 2013 berlaku diakui
keberadaannya berdasarkan pada hukum adat
dan dikecualikan dari pengaturan UU Lembaga
Keuangan Mikro. Karakteristik pembeda uta-
ma LPD dengan lembaga keuangan mikro lain-
nya adalah pemilik LPD adalah komunitas ma-
syarakat adat setempat. Masyarakat adat Bali
keberadaannya diatur oleh awig-awig (hukum
adat setempat). Payung hukum berdirinya suatu
LPD adalah awig-awig suatu desa adat yang
mengikat seluruh warga desa adat tersebut.

Fungsi utama LPD adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat adat melalui penya-
luran keuntungan kepada masyarakat setempat
melalui aktivitas-aktivitas yang berlandaskan
nilai adat setempat. Nilai filosofis Tri Hita Kara-
na menjadi pondasi setiap aktivitas masyarakat
yang didanai dari distribusi keuntungan suatu
LPD. Distribusi keuntungan suatu LPD pada
akhir tahun ditetapkan sebesar 20% yang me-
rupakan dana pembangunan dan pemberdayaan
suatu masyarakat desa adat setempat. Karakte-
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ristik khusus inilah yang menguatkan LPD bukan
subjek pajak.

Ketentuan mengenai penetapan suatu sub-
jek pajak diatur pada UU terkait dengan keten-
tuan umum beserta tata cara perpajakan secara
hukum formal yang diatur dalam UU terkait de-
ngan Pajak Penghasilan dalam hukum material.
Otoritas pajak melalui rangkaian reformasi ter-
us berbenah meningkatkan pelayanan menuju
pelayanan berbasis digital (Kruglova, 2020; Ma-
nrejo & Yulaeli, 2022; Shenoy, 2018; Vieira et al.,
2022). Belakangan ini, otoritas pajak berupaya
untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan
melakukan pendekatan humanis (Darmayasa &
Aneswari, 2015; Mangoting, 2018). Upaya otori-
tas pajak meningkatkan kepatuhan pajak tidak
mencakup pada LPD, mengingat LPD memiliki
karakteristik lembaga khusus yang dilindungi
dengan UU, Perda, Pergub, dan awig-awig ma-
sing-masing desa adat.

Pawongan: memahami prinsip kehati-ha-
tian pada pemberian kredit LPD. Ketentuan
pemberian kredit suatu LPD diatur pada pasal
10 Pergub No. 44 Tahun 2017. Batas maksimum
pemberian pinjaman diatur untuk menghindari
pinjaman terkonsentrasi pada satu debitur yakni
sejumlah 20% dari jumlah modal LPD. Pemberian
kredit melebihi ketentuan akan diperhitungkan
sebagai penurunan kesehatan LPD. Klasifikasi
pinjaman LPD diperlukan sebagai dasar pengu-
rus melakukan evaluasi. Klasifikasi terbagi men-
jadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
LPD diberikan kewenangan untuk merestruktur-
isasi pinjaman jika memenuhi kriteria kesulitan
membayar pokok, namun ada itikad baik dan
prospek bisnis masih baik. Kebijakan restruktur-
isasi dituangkan dalam kebijakan dan prosedur
yang disahkan oleh rapat musyawarah desa.

Prinsip kehati-hatian diatur dengan kewa-
jiban LPD untuk menyusun cadangan pinjaman
yang diragukan. Dalam kondisi peminjam terma-
suk dalam kategori macet tidak bisa melunasi
pinjamannya, LPD diberikan kewenangan untuk
mengambil alih kolateral peminjam. Tahapan
selanjutnya atas kredit macet adalah mengha-
pus akun pinjaman dengan mempertimbangkan
kecukupan cadangan kerugian pinjaman. Kebi-
jakan mengambil alih kolateral dan menghapus
akun pinjaman wajib mendapat persetujuan
musyawarah desa.

Harapan tidak sesuai dengan kenyataan,
mungkin istilah ini yang paling tepat menggam-
barkan kondisi LPD saat ini. Pemicu awalnya
adalah menurunnya ekonomi pariwisata yang
mengakibatkan banyaknya nasabah yang men-
cairkan tabungan atau depositonya. Di sisi lain,
LPD mengalami penurunan likuiditas mengingat
kredit yang disalurkan masuk pada klasifika-
si kurang lancar, diragukan, dan macet. Bisnis
keuangan adalah bisnis kepercayaan, yang sa-
ngat cepat menyebar jika terdapat penurunan
kepercayaan oleh salah satu nasabah yang tidak
bisa mencairkan tabungan atau depositonya.

Mulai muncul berbagai kasus ke permukaan, ter-
dapat kredit yang menggunakan nama pengurus
LPD namun dana pinjamannya mengalir ke orang
lain.

Kondisi ini tidak berhenti sampai di sini.
Proses pemberian kredit tidak tertib administrasi
sehingga tidak ada data yang valid bahkan tidak
didukung dengan kecukupan agunan. Saldo kas
yang tersedia diinvestasikan oleh pengurus untuk
membeli tanah dan atau bangunan yang sebelum
pandemi mengalami kenaikan harga yang meng-
giurkan. Lengkap sudah praktik yang tidak ses-
uai dengan prinsip kehati-hatian yang dilabrak
demi mengutamakan rasionalitas pengurus. Hal
ini menjadi logis mengingat pengurus adalah ma-
nusia, di mana manusia dalam bertindak selalu
mempertimbangkan berapa pengorbanan yang
dilakukan dan berapa manfaat yang diperoleh
(Bebbington et al., 2019; Jayasinghe & Uddin,
2019; Rahim, 2018).

Penelitian ini berupaya memberikan ber-
bagai alternatif solusi terhadap permasalahan
yang menimpa LPD. Peneliti mencoba mencari
referensi terkait kebijakan pemberian kredit un-
tuk usaha kecil, namun tetap pada tatanan prin-
sip kehati-hatian. Terdapat ketentuan umum ke-
layakan pemberian kredit yang disebut dengan
prinsip lima C. Prinsip lima C terdiri dari prinsip
character, prinsip capacity, prinsip capital, prin-
sip condition, dan prinsip collateral. Khusus untuk
usaha kecil dan menengah tidak semua dari lima
C bisa dipenuhi, khususnya ketersediaan kola-
teral. Mayordomo & Rodriguez-Moreno (2018)
dan Wang et al. (2021) mengusulkan menggu-
nakan pendekatan tiga pilar penilaian kelayakan
pemberian kredit yang terdiri dari saling percaya,
pelaporan sederhana, dan prospek bisnis. Seiring
dengan berkembangnya teknologi, khusus untuk
calon debitur kecil terdapat metode penilaian ke-
layakan calon debitur berupa peer-to-peer lending
(Liu et al., 2020).

Perkembangan teknologi memicu tumbuh-
nya usaha-usaha yang memanfaatkan preferensi
pergeseran pola konsumsi. Hal ini menjadi rele-
van dipertimbangkan untuk meninjau kebijakan
dan prosedur penilaian kredit LPD. Peninjauan
kembali model penilaian kredit tradisional ber-
basis lima C bisa dengan mengadopsi kombina-
si peer-to-peer lending dan tiga pilar yang dise-
suaikan dengan nilai lokalitas masyarakat adat
Bali yaitu nilai Tri Hita Karana.

Pawongan: memahami penilaian kesehat-
an dan penilaian peringkat risiko LPD. Keten-
tuan penilaian kesehatan LPD diatur dalam Pasal
23 dan 24 beserta lampiran Peraturan Gubernur
Bali No. 44 Tahun 2017. Ketentuan penilaian
kesehatan LPD mengadopsi dari ketentuan pe-
nilaian kesehatan pada lembaga keuangan pada
umumnya. Hal ini mengindikasikan karakteristik
khusus LPD dinegasikan dari tidak relevannya
standar akuntansi keuangan untuk penyusun-
an laporan keuangan LPD yang diikuti dengan
ketentuan penilaian kesehatan LPD yang ber-
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Tabel 2. Penilaian Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa

Faktor CAMEL Keterangan Bobot
CAR Capital Adequacy Ratio 25%
KAP Kualitas Aktiva Produktif 25%
CPRR Cadangan Pinjaman Ragu-ragu 10%
Manajemen Penilaian manajemen LPD 10%
ROA Return on Asset 10%
BOPO Biaya operasional LPD dibagi 10%

pendapatan operasional LPD
Likuiditas Rasio alat likuid 5%
LDR Loan to deposit ratio 5%

Sumber: Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang

Lembaga Perkreditan Desa (2017)

basis lembaga keuangan di bawah pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian kesehatan LPD diatur pada Pasal
23 Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017
dengan menggunakan lima aspek penilaian. LPD
diharuskan memelihara tingkat kesehatan de-
ngan memperhatikan kecukupan modal LPD,
kualitas aktiva produktif LPD, manajemen LPD,
laba LPD, serta likuiditas LPD. Hasil penilaian
terbagi menjadi empat peringkat, yaitu: peringkat
sehat, peringkat cukup sehat, peringkat kurang
sehat, dan peringkat tidak sehat. Untuk mema-
hami perkembangan penilaian kesehatan LPD,
peneliti menggali pandangan Nyoman. Pernyata-
an beliau adalah sebagai berikut:

“Penilaian kesehatan LPD saat ini
masih menggunakan ketentuan lem-
baga keuangan pada umumnya. Ak-
tivitas-aktivitas sosial tidak menjadi
bagian dari penilaian kesehatan LPD.
Sudah ada beberapa usulan terkait
menambahkan sosial (s) pada CA-
MEL” (Nyoman).

Pandangan Nyoman terkait ketentuan pe-
nilaian kesehatan LPD tersaji pada Tabel 2 yang
menunjukkan seluruh aspek dalam penilaian ke-
sehatan LPD. Adapun seluruh aspek pada Tabel
2 diatur dalam Pasal 23 dan 24 beserta lampiran
Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. Wa-
laupun demikian seluruh aspek tersebut belum
sepenuhnya menyerap kegiatan masyarakat adat.
Nyoman menyatakan bahwa penilaian kesehatan
LPD saat ini masih menggunakan ketentuan lem-
baga keuangan pada umumnya. Aktivitas-akti-
vitas sosial tidak menjadi bagian dari penilaian
kesehatan LPD. Sudah ada beberapa usulan ter-
kait menambahkan sosial (s) pada CAMEL (ca-
pital, asset, management, earnings, dan liquidity).

Dossou et al. (2020) dan Reddy et al.
(2020) menyebutkan bahwa kinerja LPD seyo-
gianya tidak hanya dinilai dengan CAMEL, faktor
nonkeuangan perlu dipertimbangkan jika meru-

juk pada karakteristik khusus LPD yang tidak
mengarusutamakan keuntungan finansial. Lebih
lanjut, peneliti melakukan penelusuran pandang-
an Nyoman pada lampiran Pergub No. 44 Tahun
2017 bahwa penilaian kesehatan LPD meng-
gunakan pendekatan suatu lembaga keuangan
pada umumnya.

Penilaian peringkat risiko LPD diatur pada
pasal 25 yang menggunakan empat aspek pe-
nilaian, yaitu: aspek risiko pinjaman, aspek risiko
likuiditas, aspek risiko operasional, serta aspek
risiko modal. Hasil penilaian peringkat disusun
menjadi lima peringkat, yaitu: peringkat risiko
sangat rendah, peringkat rendah, peringkat se-
dang, peringkat tinggi, dan peringkat risiko sa-
ngat tinggi. Peneliti kemudian menggali pandang-
an Nengah sebagai kepala LPLPD terkait kondisi
kesehatan LPD sebelum, saat, dan setelah pan-
demi. Hal ini nampak dari pernyataan beliau se-
bagai berikut:

“Kondisi kesehatan LPD semakin
menurun, pandemi menjadi faktor
utama menurunnya tingkat kesehat-
an LPD. Kami bisa memantau tingkat
kesehatan LPD dari aplikasi yang ada
di LPLPD” (Nengah).

Pernyataan Nengah menunjukkan bahwa
kondisi kesehatan LPD semakin menurun. Hal ini
juga ditunjukkan data pada Tabel 3 bahwa jum-
lah LPD tidak sehat semakin meningkat. Pada
sisi lainnya, Tabel 3 juga menunjukkan terdapat
peningkatan drastis jumlah LPD tidak sehat pada
saat pandemi Covid-19.

Palemahan: memahami adopsi teknolo-
gi sistem pendukung keputusan. Detailnya
ketentuan penilaian kesehatan LPD tidak mam-
pu memperingati secara dini penurunan likuidi-
tas LPD. Sumber daya manusia bisa menjadi
faktor penyumbang yang bisa dibenahi dengan
peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.
Pemanfaatan digitalisasi mulai dari rancangan
kebutuhan sistem pendukung keputusan bisa
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Tabel 3. Kesehatan LPD Tahun 2015 sampai Tahun 2022 (Kondisi per 31 Desember)

Kondisi LPD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah LPD 1.204 1.275 1.270 1.260 1.285 1.299 1.318 1.307
LPD Sehat 916 963 879 842 888 723 607 632
LPD Cukup Sehat 176 176 229 230 224 272 276 281
LPD Kurang Sehat 93 121 120 145 125 199 285 276
LPD Tidak Sehat 19 15 42 43 48 105 150 118

Sumber: Lembaga Pemberdayaan LPD (2022) dengan Pengolahan Kembali

menjadi alternatif peringatan dini kondisi kese-
hatan dan peringkat risiko suatu LPD. Sebelum-
nya, LPD Desa Temesi sudah menerapkan sistem
pendukung keputusan. Namun, hanya pada pe-
nilaian kredit berdasarkan kriteria lima C (Gichu-
ki & Kamau, 2021; Maulana & Nuryakin, 2021).
Belum ada LPD yang memanfaatkan sistem pen-
dukung keputusan terkait formula penilaian ke-
sehatan dan formula penilaian peringkat risiko-
nya.

Sistem pendukung keputusan dapat di-
gunakan oleh pengurus, pengawas internal,
LPLPD, pemerintah daerah, serta pihak lainnya
yang berkepentingan untuk mengevaluasi secara
dini kondisi kesehatan dan peringkat risiko LPD.
Sistem pendukung keputusan bisa menjadi alat
bantu dan peringatan dini sebelum kondisi ke-
sehatan dan peringkat risiko semakin menurun.
LPD harus mengikuti era digitalisasi karena me-
rupakan keniscayaan. Terkait hal tersebut, Gusti
menekankan pentingnya sistem tersebut dalam
kutipan sebagai berikut:

“Pengelolaan LPD kedepannya ha-
rus memiliki kompetensi yang cukup
memadai, profesional, mempunyai
pengetahuan, dan keterampilan serta
sikap yang berintegritas” (Gusti).

Gusti menekankan pengelolaan LPD ke de-
pannya harus memiliki kompetensi yang cukup
memadai, profesional, mempunyai pengetahuan
dan keterampilan, serta sikap yang berintegritas.
Gusti menyebut digitalisasi menjadi suatu keha-
rusan mengingat lembaga lainnya sudah berada
pada tahapan digitalisasi dan bersiap menuju
tahapan digitalisasi yang lebih terpadu. Pandang-
an senada juga disampaikan oleh Oka dan Ne-
ngah pada kutipan sebagai berikut:

“Tidak semua LPD sudah menginte-
grasikan pelaporan dengan evaluasi.
Demikian juga dengan payment sys-
tem yang masih menjadi pekerjaan
rumah LPLPD sampai dengan tutup
tahun 2022” (Oka).

“Sudah ada beberapa LPD yang
mengintegrasikan payment system
dengan kegiatan operasional LPD,

salah satunya yakni LPD di Kesiman
(Denpasar) yang mengalami perkem-
bangan cukup pesat dengan menga-
dopsi payment system untuk pening-
katan layanan” (Nengah).

Oka menyampaikan tidak semua LPD
mengintegrasikan pelaporan dengan evaluasi.
Demikian juga dengan sistem pembayaran yang
masih menjadi pekerjaan rumah LPD sesuai peta
jalan pengembangan LPD. Selain itu, Nengah
menambahkan sudah ada beberapa LPD yang
mengintegrasikan sistem pembayaran dengan ke-
giatan operasional LPD yang mengalami perkem-
bangan cukup pesat. Adopi ini dilakukan untuk
peningkatan layanan. Tentunya hal ini menjadi
tantangan berat bagi LPD pada masa mendatang.

Pandangan lainnya disampaikan oleh
Wayan. Beliau menyampaikan bahwa kondisi
yang dihadapi untuk bertahan pada masa pan-
demi dan pascapandemi lebih pada strategi pe-
layanan. Lebih lanjut, beliau menguraikannya
pada kutipan berikut ini:

“Saat pandemi, LPD berusaha un-
tuk mempertahankan tingkat likui-
ditas. Pasca pandemi nasabah mulai
menarik tabungan sebagai modal us-
aha yang baru dirintis atau melan-
jutkan usaha yang selama ini sempat
terhenti. Di sisi lain, perkembangan
LPD dan beberapa koperasi di wilayah
desa adat dimanfaatkan oleh bebe-
rapa bank umum dengan menjemput
bola menggunakan pendekatan pega-
wai yang good looking. Hal ini sedikit
tidaknya memengaruhi calon nasabah
untuk memindahkan penempatan
dana warga” (Wayan).

Wayan menyampaikan bahwa saat pan-
demi, LPD berusaha untuk mempertahankan
tingkat likuiditas. Pascapandemi nasabah mu-
lai menarik tabungan sebagai modal usaha yang
baru dirintis atau melanjutkan usaha yang sela-
ma ini sempat terhenti. Di sisi lain, perkembang-
an LPD dan beberapa koperasi di wilayah desa
adat dimanfaatkan oleh beberapa bank umum
dengan menjemput bola menggunakan pendekat-
an pegawai yang good looking. Hal ini sedikit ti-
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daknya memengaruhi calon nasabah untuk me-
mindahkan penempatan dana warga. Pandangan
ini menunjukkan bahwa adopsi digitalisasi me-
rupakan keniscayaan dan strategi operasional
dan layanan selalu mengikuti kondisi dan situasi.

Pemahaman nilai filosofis bahwa LPD didi-
rikan tidak untuk mencari laba, kemudian pema-
haman kerangka penyusunan laporan keuangan
berbasis ISAK 35 dan SAK ETAP mengantarkan
pada pentingnya memahami operasional LPD
dengan menerapkan prinsip kehati-hatian mu-
lai dari penilaian kesehatan, penilaian peringkat
risiko, dan upaya mengintegrasikan pelaporan,
pengevaluasian, dan integrasi dengan sistem
pembayaran. Semua tahapan ini berujung pada
tanggung jawab pengurus LPD kepada ma-
syarakat adat melalui pengawas internal LPD.
Pengawas internal LPD tidak seutuhnya mampu
menjadi penyangga diterapkannya THK dalam se-
tiap sendi operasional LPD.

Temuan ini senada dengan temuan Ala
Adhariani (2022) dan Wattage et al. (2019) bah-
wa kemampuan teknis dan lama bekerja dewan
pengawas tidak mampu meningkatkan kualitas
pengawasan internalnya. Mewujudkan trans-
paransi tata kelola LPD yang baik bisa dengan
melakukan audit umum setiap tahun atau jika
memang diperlukan bisa melakukan audit in-
vestigasi dengan kondisi dan kriteria tertentu.
Uraian berikutnya merupakan esensi utama dari
penelitian ini yakni berupa harmonisasi hubung-
an vertikal dan horizontal kondisi dan kriteria
audit umum yang dilanjutkan dengan disharmo-
nis hubungan vertikal dan horizontal kondisi dan
kriteria audit investigasi.

Harmonisasi hubungan vertikal dan ho-
rizontal kondisi dan kriteria audit umum. Se-
cara sederhana, audit umum setiap tahun perlu
dilakukan pada LPD sebagai wujud harmonisa-
si hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan
harmonis vertikal pada nilai lokalitas THK berupa
hubungan vertikal ke atas antara pengurus LPD
dengan Tuhan dan hubungan vertikal ke bawah
antara pengurus LPD dengan lingkungan ma-
syarakat adat setempat. Hubungan harmonis se-
cara vertikal merupakan bentuk tanggung jawab
pengurus LPD kepada Tuhan sebagai pencipta.
Bentuk tanggung jawab ini tidak tercermin dari
laporan keuangan, namun terwujud menjadi
nilai-nilai kepercayaan masyarakat adat terha-
dap pengurus yang bekerja berdasarkan prinsip
ngayah (mengabdi). Selanjutnya, hubungan har-
monis horizontal antara pengurus LPD dengan
masyarakat adat setempat terjalin antara pengu-
rus dengan masyarakat adat sebagai pemilik LPD
melalui pengawasan tokoh masyarakat adat se-
bagai pengawas internal dan LPLPD sebagai lem-
baga pemberdayaan LPD.

Pada pembahasan sebelumnya, sudah di-
uraikan bahwa LPD menggunakan SAK ETAP un-
tuk menyusun laporan keuangan LPD. Mengingat
LPD memiliki karakteristik khusus yang dilin-

dungi UU No. 1 Tahun 2013, maka lebih relevan
bagi LPD untuk menggunakan ISAK 35 yang ber-
orientasi nonlaba. ISAK 35 mengisyaratkan enti-
tas yang berorientasi nonlaba terkait pengakuan,
pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengung-
kapan tetap mengacu pada SAK ETAP.

LPD tidak wajib diaudit oleh KAP seti-
ap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban
pengurus LPD melalui pengawas LPD kepada
masyarakat adat. LPLPD sebagai lembaga pem-
berdayaan hanya sebatas memberikan pem-
binaan kepada pengurus dan pengawas LPD
dan tidak sampai pada ranah melakukan audit
umum seperti audit yang dilakukan oleh KAP.
Keterbatasan ini yang mengantarkan peneliti un-
tuk memahami kondisi dan kriteria audit umum
suatu LPD yang menyandang karakteristik khu-
sus yang berbeda dengan lembaga keuangan
mikro sejenis lainnya.

Mengacu pada teori agensi, terdapat asi-
metris informasi antara prinsipal suatu entitas
dengan manajemen yang mengelola entitas terse-
but (Darmayasa et al., 2018; Doig, 2018). Untuk
mengatasi asimetris informasi, dibutuhkan per-
an auditor independen sebagai pihak yang mam-
pu meningkatkan kualitas laporan keuangan
(Chawla, 2020; Raudeliuniene et al., 2020; Tang
& Karim, 2019). Demikian juga dengan LPD yang
dimiliki oleh masyarakat adat, terdapat asimetris
informasi antara pengurus suatu LPD dengan
pemiliknya yaitu masyarakat adat setempat. Asi-
metris informasi juga terdapat antara pengurus
suatu LPD dengan pengawas internal (tokoh mas-
yarakat adat setempat), LPLPD, dan Pemerintah
Daerah. Peraturan Gubernur Bali mengamanat-
kan setiap tahun dilakukan audit oleh penga-
was internal, LPLPD, atau auditor yang ditun-
juk. LPLPD hanya berwenang melakukan audit
administratif, bukan audit umum apalagi audit
investigasi.

Audit wajib dilakukan setiap satu tahun
oleh pengawas internal, LPLPD, dan lembaga au-
ditor. Keterbatasan kompetensi terkait kompeten-
si audit pada pengawas internal idealnya dileng-
kapi dengan kompetensi audit dari LPLPD. Suatu
investigasi dilakukan oleh Saputra et al. (2019)
dan Putra & Muliati (2020) menyimpulkan bahwa
pengawas internal memengaruhi upaya pencegah-
an kebangkrutan LPD dengan catatan mereka
memiliki kemampuan profesional di bidang audit.
Lebih lanjut, audit internal dan surprise audit
mampu menekan kecurangan pada LPD dengan
catatan dilakukan secara berkala.

Kewenangan melakukan audit laporan
keuangan historis berupa opini audit laporan au-
ditor independen hanya bisa dilakukan oleh suatu
kantor akuntan publik (KAP) yang memiliki ijin
dari Kementerian Keuangan. KAP bisa terdiri dari
satu akuntan publik atau terdiri dari beberapa
akuntan publik. Seorang akuntan publik dalam
penugasan profesionalnya berpegang teguh de-
ngan kode etik dan standar audit sebagai upaya
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mempertahankan kualitas audit, salah satunya
adalah mempertahankan independensi (Amalia et
al., 2019; He et al., 2017; Terwindt & Armstrong,
2019).

Peran auditor independen dibutuhkan un-
tuk memberikan suatu keyakinan yang bersi-
fat memadai bahwa suatu laporan keuangan
disajikan berdasarkan kerangka penyusunan
laporan keuangan dan taat pada ketentuan pe-
rundang-undangan. Dalam menyusun laporan
keuangan, LPD mengacu pada SAK ETAP. Selain
SAK ETAP, LPD juga tunduk pada Perda No. 3
Tahun 2017, Pergub No. 44 Tahun 2017, serta
berbagai kebijakan dan prosedur pengelolaan
LPD yang disahkan dalam musyawarah desa. Se-
lain ketentuan lokal, LPD wajib tunduk pada UU
Ketenagakerjaan beserta perubahannya yaitu UU
No. 11 Tahun 2020.

Teori agensi dengan jelas menguraikan bah-
wa terdapat asimetris informasi antara pemilik
dengan pengelola (Doig, 2018; Panda & Leepsa,
2017). Upaya menghilangkan asimetris informasi
pada LPD bisa dilakukan dengan menambahkan
kriteria audit independen pada Perda No. 3 Ta-
hun 2017 pasal 20 (3). Lebih lanjut, Peraturan
Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017 pada pasal 58
(1) menyebut pemeriksaan atau audit oleh LPLPD
bisa berkolaborasi dengan asosiasi profesi audit
dan akademisi audit. Pada pasal 63 (1c3) dise-
butkan penanganan LPD bermasalah dilengkapi
dengan hasil audit umum atau jika perlu audit
investigasi dari auditor independen.

Pemerintah provinsi bersama dengan pe-
merintah kabupaten/kota bisa melakukan kerja
sama dengan asosiasi profesi IAPI untuk mende-
sain khusus jenis pemeriksaan laporan keuangan
LPD dengan ciri khas LPD sebagai milik komu-
nitas masyarakat yang berbasis nilai lokalitas.
Bentuk kerja sama tidak sebatas pada audit ta-
hunan. Jika diperlukan, bisa melakukan telaah
atas laporan keuangan triwulanan atau semes-
teran sebagai suatu peringatan dini. LPLPD se-
bagai lembaga pemberdayaan LPD sudah memi-
liki data terkait tingkat kesehatan dan risiko
masing-masing LPD. Ketua LPLPD memberikan
pandangan bahwa LPLPD sudah mengidentifikasi
permasalahan yang mengakibatkan menurunnya
tingkat kesehatan suatu LPD beserta mening-
katnya risiko suatu LPD. Pandangan dari Ketua
LPLPD dikuatkan oleh pandangan dari tenaga
ahli LPLPD bahwa kewenangan untuk menindak-
lanjuti permasalahan ada pada pengawas inter-
nal dari masing-masing LPD.

Audit umum dan audit investigasi hanya
bisa dilakukan oleh auditor yang sudah menja-
di akuntan publik yang tergabung dalam suatu
kantor akuntan publik. Perikatan antara auditee
dengan auditor melalui KAP, sedangkan lapor-
an opini menggunakan identitas akuntan publik
dan izin KAP. Standar yang digunakan pada saat
melakukan perikatan audit umum berbeda de-
ngan standar audit investigasi. Auditee menyu-
sun laporan keuangan mengacu pada kerangka

penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
ruang lingkup auditee.

Auditor independen merupakan auditor
yang tepat untuk melakukan audit terhadap
suatu laporan keuangan LPD. Tujuan utama
suatu audit laporan keuangan lebih pada peme-
riksaan kesesuaian penyusunan laporan suatu
entitas dengan standar akuntansi dan ketaatan
terhadap ketentuan hukum wajib suatu entitas.
Audit laporan keuangan merupakan jenis audit
umum, namun jika ada indikasi kecurangan,
maka audit umum ditindaklanjuti dengan audit
investigasi. Audit investigasi menggunakan stan-
dar yang berbeda dengan audit umum, yaitu SJI.

Kriteria audit umum pada suatu LPD berbe-
da jika disandingkan dengan kriteria audit umum
pada entitas yang berorientasi pada laba. Enti-
tas yang berorientasi laba meningkatkan kuali-
tas laporan keuangan melalui audit independen
(Liu & Xu, 2021; Masciandaro et al., 2020; Yusuf
& Yousaf, 2019; Yusuf et al., 2018). Pada prin-
sipnya, pengurus LPD yang merupakan anggota
terpilih masyarakat adat setempat sudah memili-
ki ikatan emosional yang erat dengan masyarakat
adat sebagai prinsipal LPD. LPD diisyaratkan
dikelola berlandaskan pada nilai lokalitas THK.

Aspek harmonisasi ini sesuai dengan hasil
temuan penelitian Darmayasa & Aneswari (2016),
Putra & Muliati (2020), Saputra et al. (2022), dan
Setini et al. (2022) yang menyatakan perlunya
harmonisasi dalam pengembangan desa berbasis
Tri Hita Karana. Dengan demikian, untuk men-
jaga harmonisasi horizontal antara pengurus
LPD dengan masyarakat setempat tetap diperlu-
kan audit independen tanpa menunggu adanya
indikasi kecurangan, namun lebih pada upaya
menjaga hubungan yang tetap harmonis melalui
pertimbangan tokoh masyarakat adat setempat.
Kondisi hasil audit umum yang memiliki indikasi
kecurangan memberikan penegasan bahwa te-
lah terjadi disharmonisasi baik vertikal maupuan
horizontal sehingga dipandang perlu adanya au-
dit investigasi.

Disharmonis hubungan vertikal dan ho-
rizontal kondisi dan kriteria audit investigasi.
Distribusi keuntungan suatu LPD ditetapkan
60% sebagai cadangan modal LPD, 20% sebagai
dana pembangunan dan pemberdayaan ma-
syarakat desa adat setempat, 10% sebagai jasa
produksi, dan 5% sebagai dana pemberdayaan
(disetorkan kepada LPLPD), serta 5% sebagai
dana sosial. Pengelolaan LPD menganut prinsip
kehati-hatian dalam beberapa aspek yang diatur
lebih detail pada Peraturan Gubernur Bali No.
44 Tahun 2017. Bagian penting dari prinsip ke-
hati-hatian berupa batas maksimum pemberian
kredit serta penilaian kesehatan dan peringkat
risiko LPD. Lebih lanjut, untuk menjamin prinsip
kehati-hatian, LPD wajib diaudit setahun sekali
oleh pengawas internal LPD, LPLPD, dan lemba-
ga auditor yang ditunjuk otoritas. Dalam hal ter-
dapat pelanggaran terhadap Perda No. 3 Tahun
2017, pejabat pegawai negeri sipil Provinsi Bali
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Tabel 4. Kondisi dan Kriteria Audit Umum dan Audit Investigasi

Aspek Kondisi dan Audit Umum Audit Investigasi
Kriteria
Kondisi Nilai lokalitas ma- Harmonisasi hubungan verti- Disharmonisasi hubungan verti-
syarakat adat Tri Hita kal dan horizontal kal dan horizontal
Karana
Ruang Lingkup Bentuk pertanggungjawaban Bentuk pengungkapan penyim-
pengurus kepada masyarakat pangan
adat
Tujuan Menilai kewajaran dan Menyimpulkan temuan faktual
kepatuhan laporan keuangan
Kriteria  Prasyarat Permintaan masyarakat 1. Tindak lanjut dari audit

Kelengkapan Data

melalui pengawas internal (to-
koh masyarakat adat)

Data yang cukup dan relevan
sebagai basis untuk menya-
takan opini audit

umum yang mengandung in-

dikasi penyimpangan
2. Adanya permintaan

aparat penegak hukum

dari

Data yang dikumpulkan meng-
acu pada kriteria SW dan 2H un-
tuk menyimpulkan temuan fak-
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tual

berwenang melakukan penyelidikan yang diber-
itahukan kepada penyidik pejabat polisi.

Kondisi tidak harmonis yang terjadi baik se-
cara vertikal maupun horizontal mewajibkan per-
lunya audit investigasi. Pada kondisi ini, tujuan
awal berdirinya LPD untuk meningkatkan kegiat-
an sosial, budaya, adat, dan agama sudah tidak
tercapai dengan baik. Nilai-nilai filosofis pengo-
perasian LPD tercerabut dari akarnya. Oknum
pengurus mengutamakan rasionalitas materiali-
tas dalam pengelolaan LPD. Rasionalitas berpikir
pengurus jauh dari konsep ngayah (mengabdi)
untuk pemberdayaan masyarakat adat, setiap
tindakan selalu menghitung untung dan ruginya.
Oknum pengurus seperti ini sudah tidak relevan
lagi dengan nilai filosofis pengelolaan LPD sehing-
ga diperlukan audit investigasi.

Melalui keputusan dewan pengurus IAPI
No. 3 Tahun 2021, pemeriksaan investigatif
dari suatu entitas sebelumnya telah diaudit dan
ditemukan adanya penyimpangan. Pengukuran
penyimpangan berdasarkan kecukupan informa-
si yang memenuhi kriteria SW+2H, yaitu: what,
who, where, when, why, how, dan how much.
What terkait dengan penyimpangan apa yang ter-
jadi dan apa dampaknya. Who terkait dengan sia-
pa yang diduga melakukan penyimpangan. Where
terkait dengan di mana terjadinya penyimpang-
an. When terkait dengan kapan penyimpangan
terjadi. Why terkait dengan mengapa seseorang
melakukan penyimpangan. How terkait dengan
bagaimana penyimpangan terjadi. How much ter-
kait dengan seberapa banyak nilai atau nominatif
keuangan yang diduga terjadi.

Kondisi yang mengakibatkan sangat ter-
batasnya informasi masih memungkinkan untuk
diinvestigasi dengan prasyarat terdapat keya-

kinan dan pertimbangan profesional akuntan
publik. Audit investigatif mewajibkan akuntan
publik mengumpulkan atau memperoleh bukti
audit yang cukup dan tepat sebagai basis untuk
menyatakan kesimpulan, bukan opini seperti
pada audit umum. Hasil pemeriksaan investiga-
tif dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Pengomunikasian hasil pemerik-
saan investigatif berupa suatu simpulan adanya
penyimpangan keuangan yang mengindikasi tin-
dak pidana disampaikan dalam bentuk ringkasan
suatu penyimpangan, penyebab, dan dampak da-
lam suatu ekspos atau pertemuan yang dituang-
kan pada risalah pembicaraan akhir.

Mengingat Perda No. 3 Tahun 2017 dan
Pergub No. 44 Tahun 2017 hanya menyebutkan
audit oleh auditor eksternal lainnya, diperlukan
adanya kondisi dan kriteria yang mencakup audit
investigasi. Memastikan bahwa ketentuan dalam
Perda dan Pergub hanya mengatur sedikit hal ter-
kait perlunya audit umum dan audit investigasi.
Peneliti kemudian menggali pandangan Nengah
terkait pihak yang melakukan audit pada LPD
yang mengalami kasus hukum.

“Audit pada LPD yang mengalami ka-
sus dan masuk ranah hukum dilaku-
kan oleh inspektorat bukan oleh KAP.
Kondisi ini tidak relevan mengingat
LPD bukan pemerintah daerah, bu-
kan suatu satuan kerja atau dinas
yang wajib diaudit oleh inspektorat”
(Nengah).

Permyataan Nengah menunjukkan bah-
wa audit dilakukan oleh inspektorat bukan oleh
KAP. Beliau berpendapat kondisi ini tidak relevan
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mengingat LPD bukan pemerintah daerah, bukan
suatu satuan kerja atau dinas yang wajib diaudit
oleh inspektorat.

Pandangan yang disampaikan oleh Nengah
yang dilengkapi dengan kontemplasi pengeta-
huan dan pengalaman peneliti mengarah pada
suatu peningkatan pemberdayaan LPD. Upa-
ya peningkatan tata kelola LPD diawali dari pe-
nguatan kelembagaan. Peneliti berpartisipasi aktif
melalui pendampingan administrasi hibah modal
pertama LPD. Pelaporan dan pertanggungjawab-
an pengurus kepada masyarakat adat melalui
pengawas internal menjadi penguatan lanjutan.
Penguatan pengelolaan dan pertanggungjawaban
LPD melalui usulan pentingnya audit umum dan
audit invetigasi sesuai dengan kondisi dan krite-
ria. Usulan kondisi dan kriteria audit umum dan
audit investigasi disajikan pada Tabel 4.

Usulan pada Tabel 4 sesuai dengan pema-
haman kerangka penyusunan laporan keuangan
LPD yang sesuai dengan nilai filosofis LPD yang
tidak berorientasi laba yaitu dengan menerapkan
ISAK 35 dan SAK ETAP atau SAK yang relevan.
Karakteristik khusus LPD yang diinisasi dari
awal untuk mendanai kegiatan sosial, budaya,
adat, dan agama seiring dengan perkembangan
sudah mengalami pergeseran. Pergeseran pe-
ngelolaan LPD oleh oknum pengurus mengin-
dikasikan konsep Tri Hita Karana belum mampu
menjadi pondasi utama pengelolaan LPD. Per-
bedaan pandangan dan lepas tanggung jawab
mewarnai setiap kejadian yang merambah pada
ranah hukum di LPD. Merujuk pada kekhususan
LPD yang merupakan entitas yang dimiliki oleh
komunitas, perlu dilakukan peninjauan kembali
teori agensi yang mencoba menguraikan konflik
antara prinsipal dan pengelola pada entitas yang
dimiliki oleh komunitas sosial masyarakat. Ba-
gian akhir dari pembahasan mengantarkan pada
peninjauan kembali teori agensi pada disharmo-
nis hubungan vertikal dan horizontal LPD.

Peninjauan kembali teori agensi pada dis-
harmonis hubungan vertikal dan horizontal.
Gambar 1 menampilkan konstruksi asumsi teori
akuntansi yang mencerminkan akuntabilitas en-

titas berbasis komunitas. Berdasarkan Gambar
1, teori agensi masih relevan digunakan untuk
menjelaskan potensi disharmonis baik secara
vertikal maupun horizontal pada suatu entitas.
Asumsi dasar teori agensi memandang bahwa ma-
nusia memiliki kepentingan yang berbeda, baik
prinsipal maupun agen atau pengelola. Asumsi
berikutnya adalah terdapatnya keterbatasan ra-
sionalitas pada manusia. Asumsi terakhir me-
mandang bahwa manusia lebih menghindari
risiko. Asumsi-asumsi ini terus berkembang dari
berbagai perspektif disiplin ilmu seiring dengan
perkembangan dan kemajuan peradaban manu-
sia. Pada prinsipnya, manusia adalah makhluk
homo ekonomikus yang mengedepankan rasio-
nalitas dalam bertindak dan menghitung manfaat
yang diperoleh dari setiap tindakan (Bebbington
et al., 2019; Rahim, 2018; Shou, 2015; Sitorus et
al., 2017).

Konflik pada teori keagenan diawali dari
konflik kepentingan antara prinsipal dengan pe-
ngelola pada kepentingan masing-masing. Prin-
sipal mengutamakan tingkat pengembalian,
sedangkan pengelola mengutamakan tingkat
kompensasi. Konflik ini berkembang menjadi
konflik antara prinsipal (pemegang saham ma-
yoritas) dengan prinsipal (pemegang saham mi-
noritas). Selanjutnya, berkembang menjadi konf-
lik antarpemegang saham secara keseluruhan
dengan kreditur entitas (Doig, 2018; Jensen &
Meckling, 1976; Panda & Leepsa, 2017). Perkem-
bangan konflik kepentingan pada teori agensi
menyesuaikan dengan karakteristik entitas, de-
mikian juga pada entitas yang dimiliki oleh komu-
nitas. Disharmonisasi hubungan antara pemilik
sebagai suatu komunitas dan pengelola sebagai
bagian dari komunitas memiliki pengaruh ting-
gi pada suatu komunitas. Perkembangan kon-
flik diikuti dengan penyesuaian atau peninjauan
asumsi dasar dari manusia pada suatu entitas.

Penelitian yang sudah melakukan peninjau-
an asumsi dasar teori agensi dilakukan dari ber-
bagai sudut pandang asumsi. Asumsi self interest
dibedah lebih dalam dengan membedakan indi-
vidualisasi dan depersonalisasi. Konsep personal

Teori Agensi

Asumsi:
1. Egoistik
2. Asimetri Informasi

A 4

Entitas Berbasis
Komunitas
(Masyarakat Adat)

\ 4

Tri Hita Karana -
Teori Agensi

Asumsi:
1. Egoistik
2. Asimetri Informasi
3. Disharmoni Vertikal
dan Horizontal

Gambar 1. Asumsi Dasar Teori Agensi untuk Entitas Berbasis Komunitas
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lebih relevan dengan tuntutan organisasi saat ini
(Lopes, 2016). Selanjutnya, asumsi self interest
dikritisi dengan penekanan asumsi manusia yang
optimis, realistis, dan aspiratif (Bosse & Phillips,
2016). Asumsi lainnya berupa asimetri informasi,
juga mendapat tantangan baru terkait tingkatan
informasi yang sama diperoleh antara prinsipal
dan agen, namun mereka memiliki tujuan yang
berbeda (Xu et al., 2022). Teori agensi sampai
saat ini memunculkan berbagai perdebatan dan
diskusi. Ada usulan penunjukan auditor ekster-
nal dari regulator bukan dari internal entitas un-
tuk entitas di negara yang berkembang (Yusuf &
Yousaf, 2019; Yusuf et al., 2018).

Disharmonisasi horizontal antara prinsipal
sebagai komunitas dengan pengelola sebagai per-
wakilan dari komunitas bisa diatasi dengan ada-
nya audit dari pihak eksternal. Penunjukan audit
eksternal lebih relevan dilakukan oleh regulator
yang memiliki tugas untuk mengawasi entitas
dari sudut pandang eksternal. Usulan ini senada
dengan temuan Bosse & Phillips (2016), Yusuf &
Yousaf (2019), dan Yusuf et al. (2018) dalam peng-
awasan kegiatan entias komunitas untuk nega-
ra berkembang. Penunjukan dari regulator lebih
relevan daripada dari internal entitas. Terdapat
kemungkinan disharmonisasi horizontal berkem-
bang pada tatanan disharmonisasi vertikal. Dis-
harmonisasi vertikal dengan asumsi pengelola
mengutamakan rasionalitas oportunis dalam
bertindak dan tidak memperhatikan tatatan nilai
lokalitas komunitas. Upaya untuk mengurangi
disharmonisasi horizontal yang sudah mengarah
pada disharmonisasi vertikal yakni melalui audit
investigasi.

Audit investigasi diawali dari audit umum
yang sudah dilakukan sebelumnya ketika ter-
dapat disharmonisasi horizontal antara komu-
nitas dengan perwakilan komunitas. Perwakilan
komunitas yang tidak memiliki kendali terhadap
perilaku oportunistik yang melanggar nilai lokali-
tas komunitas memerlukan upaya yang lebih be-
sar untuk mengatasi konfliknya. Hasil penelitian
ini mengantarkan pada dua esensi peninjauan
kembali teori agensi pada entitas yang dimiliki
oleh komunitas di tataran perkembangan dishar-
monisasi horizontal menuju pada disharmonisasi
vertikal. Asumsi manusia pada entitas komunitas
juga menyesuaikan asumsi rasionalitas terbatas
yang menjadi asumsi oportunistik yang tidak se-
suai dengan nilai lokalitas komunitas.

SIMPULAN

Hasil penelitian mengantarkan pada tiga
hubungan harmonis secara vertikal dan hori-
zontal yang merupakan penerjemahan dari nilai
Tri Hita Karana. Hasil pertama, harmonisasi pa-
rahyangan yang mengantarkan pada pemaham-
an bahwa LPD didirikan dengan tujuan utama
meningkatkan kegiatan sosial, budaya, adat, dan
agama di masing-masing desa adat. Hasil kedua,

harmonisasi pawongan yang mengantarkan pada
pemahaman penerapan prinsip kehati-hatian
pada pelaporan LPD berlandaskan nilai filosofis
pendirian LPD yang tidak berorientasi laba se-
suai kerangka penyusunan laporan keuangan de-
ngan menggunakan ISAK 35 dan SAK ETAP atau
SAK yang relevan. Harmonisasi pawongan lain-
nya terkait dengan pengelolaan LPD yang terdiri
dari pemberian kredit, penilaian kesehatan dan
penilaian peringkat risiko LPD, dan adopsi sistem
pendukung keputusan sesuai dengan teknologi
akuntansi lingkungan. Hasil ketiga berupa har-
monisasi dan disharmonisasi hubungan vertikal
dan horizontal kondisi dan kriteria audit umum
dan audit investigasi berlandaskan nilai lokalitas
THK.

Hasil penelitian ini berkontribusi pada
pengembangan teori keagenan pada entitas yang
berbasis komunitas. Entitas yang berbasis komu-
nitas tidak mengutamakan keuntungan sebagai
tujuan utamanya, namun lebih pada manfaat
bagi komunitas setempat. Asumsi dasar teori
keagenan disesuaikan dengan karakteristik dan
nilai-nilai lokalitas komunitas atau masyarakat
berupa adanya disharmonisasi hubungan ver-
tikal dan horizontal. Alternatif solusi untuk me-
ngurangi disharmonisasi melalui peningkatan
transparansi laporan pertanggungjawaban agen
kepada prinsipal lewat penunjukan audit umum
dari tokoh komunitas atau lembaga yang mem-
berdayakan masyarakat adat setempat. Tingkat
kebutuhan audit bisa disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan yang memungkinkan audit investiga-
tif.
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